


Dengan hormat, 

Bersama ini 

1. Nama

Tempat/Tanggal Lahir

NIK

Pekerjaan

Agama

Alamat

2. Nama

Tempat/Tanggal Lahir

NIK

Pekerjaan

Agama

Alamat

: Murdani Yusuf, S.E 
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: Abdul Muhaimin, S. Sos 

adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen masa jabatan 

2025 - 2030 Nomor Urut 01 (Satu) dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Pilkada) Kabupaten Bireuen Tahun 2024 selanjutnya disebut 

sebagai PEMOHON I DAN PEMOHON II. 

Para Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Desember 2024 

memberikan Kuasa kepada Zulfikar Muhammad, S.H., M.H dan Azhari, S.Sy., M.H 

CPM adalah para advokat pada Kantor Hukum AZHARI, S.Sy., M.H CPM, Yang 

beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh, Desa Cot Buket, Kecamatan Peusangan, 

Kabupaten Bireuen, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak 

untuk dan atas kepentingan para Pemohon sepakat untuk memilih domisili hukum 

dalam mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada di Kabupaten Bireuen 

tersebut. 

Para Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan atas Serita Acara Rekapitulasi 

Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di 
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Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan lndependen (KIP) Kabupaten Bireuen dan 

Keputusan Komisi Pemilihan lndependen (KIP) Nomor 3979 Tahun 2024 Tentang 

Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2024 tanggal 02 

Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan lndependen (KIP) 

Kabupaten Bireuen, beralamat di Paya Lipah, Kee. Peusangan, Kabupaten Bireuen, 

Aceh 24261, untuk selanjutnya disebut sebagai; TERMOHON 

Adapun alasan dan argumen hukum permohonan keberatan a quo sebagaimana 

terurai di bawah ini 

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat ( 1) U U D 1945 junctis Pasal 10 ayat ( 1) huruf d 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal

157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota menjadi Undang-Undang, dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Mahkamah Konstitusi berwenang 

memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sampai dibentuknya badan peradilan 

Khusus; 

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing)

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta 

Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 

diatur ketentuan antara lain: 
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2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. 

Keputusan Termohon tersebut ditetapkan hari Senin Tanggal 02 Desember 2024 dan 

PEMOHON telah mengajukan permohonan keberatan dimaksud pada hari Rabu 04 

Desember 2024 sehingga dapat dikualifikasi sebagai memenuhi ketentuan yang 

tersebut di dalam Pasal 157 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta Pasal 10 Peraturan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam 

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga 

Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON masih dalam tenggang waktu 

sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan a quo.

VI. Pokok Permohonan:

1. Bahwa, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di oleh Komisi Pemilihan

lndependen (KIP) Kabupaten Bireuen tanggal 02 Desember 2024.

2. Bahwa, berdasarkan Keputusan Termohon tanggal 02 Desember 2024 Nomor

3979 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil dan calon Terpilih Pemilihan Kepala

Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2024, telah

menetapkan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Bireuen Tahun 2024, berdasarkan peringkat perolehan suara sah

sebagai berikut:

No Perolehan Persentase 

Urut 
Nama Pasangan Calon 

Suara 

1 Murdani Yusuf, S.E - Abdul Muhaimin, S.Sos 71.296 32,3% 

2 H. Husaini M. Amin, S.E - Husaini 26.919 12,2 % 

3 H. Mukhlis, S.T - Ir. H. Razuardi, M.T 122.898 55,5% 

3. Bahwa, pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah (Pilkada) Pasangan Galon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Bireuen Periode 2025-2030 telah dilaksanakan oleh Termohon pada

hari tanggal Senin, 02 Desember 2024;
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Tetap (DPT) setelah menerima DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial 

Pemilu) yang diserahkan oleh Pemerintah, karena masih banyak nama orang 

yang sudah meninggal masih tercantum dalam DPT tanpa ada catatan dan 

banyak pemilih dibawah umur. 

25. Bahwa tindakan Termohon tidak melakukan pemutakhiran data a quo adalah

merupakan kesengajaan untuk menghilangkan hak pilih wajib pilih, tidakan

Temohon tersebut tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010,

sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan :

"Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12, dilakukan terhadap penduduk danlatau pemilih, dengan ketentuan : 

a. te/ah memenuhi syarat usia pemi/ih, yaitu sampai dengan hari dan tangga/

pemungutan suara Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah

genap berumur 17 tahun atau lebih;

b. be/um berumur 17 (tujuh be/as) tahun, tetapi sudahl pernah kawin;

c. perubahan status anggota tentara nasional Indonesia dan kepo/isian Negara

Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas atau sebaliknya;

d. tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar

pemilih dalam Pemilu kepala daerah dan Wakil kepala Oaerah berdasarkan

data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah atau Pemilu

terakhir;

e. telah meningal dunia;

f. pindah domisili/ sudah tidak berdomisili di desa I kelurahan tersebut;

g. yang terdaftar pada dua kali lebih domisili yang berbeda;

h. perbaikan identitas pemilih;

i. Yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

26. Hilangnya Hak Pemilih Karena Tidak Dimasukkannya Nama Pemilih Dalam

DPT. Bahwa terdapat banyak masyarakat yang namanya tidak tercatat dalam

DPT padahal mereka telah memenuhi syarat sebagai pemilih.

27. Bahwa terdapat kejanggalan - kejanggalan mengenai DPT yang man a data

tersebut tidak diambil dari data sebelumnya yang mencakup data pemilih
























